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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah
mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111
Website : http://kaltimprov.go.id

huruf a




10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 6781);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomeor 136};

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157);




12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1540);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor
15);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8);




Menetapkan

19.

20.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 11);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2
3.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan
Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.




(2)

(1)

(2)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 terdiri

atas:

BABI. Pendahuluan;

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB IIl. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan
Daerah;

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/
Kota;

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

BAB VIII. Penutup.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran

keberhasilan pembangunan paling utama dari RKPD

yang harus dicapai pada tahun 2024 yang diambil dari

indikator tujuan dan sasaran strategis pembangunan

daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka
78,32,

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,10-
4,90 persen;

c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,78 persen;

Indeks Gini pada angka 0,316;

e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka
75,00;

f. Persentase Penurunan Emisi dari Business As
Usual (BAU) sebesar 31,05 persen;

g. Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 69,00 (B);

h. Prevalensi Stunting sebesar 12,83 persen;

P



i. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,46
persen;

j. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada angka

a7.31;

k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI} pada
angka 7,74; dan

1. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar
10,39 persen.

Pasal 4

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya
digunakan sebagai:

a.

b.

2)

(1)

pedoman perumusan penyempurnaan rancangan
akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi
dengan Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tahun 2024, dan;
pedoman  penyusunan Rancangan KUA  serta
Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2024.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada
KUA serta Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam
RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala
Daerah dengan ketua DPRD.

Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau
provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 6

Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah atau keuangan daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan.




(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam
hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat,
keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana
pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 7

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 20.

,‘--'::~\i dengan aslinya




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah dokumen
perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun pertama
Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026, yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana
kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2024 ini
selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam
penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Penyusunan RKPD 2024 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) 2024, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian
Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development
Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024,
serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah serta pemutakhirannya.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ini mempunyai kedudukan, peran, dan
fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan
daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat
Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan

daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan
diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD
sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (R-APBD);



3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja
pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing
kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan

kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD 2024 akan difokuskan pada upaya penguatan resiliensi
perekonomian daerah melalui diversifikasi ekonomi yang mengarah pada
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan diiringi
penguatan daya saing sumber daya manusia, aksesibilitas dan konektivitas
layanan infrastruktur yang andal, serta tata kelola pemerintahan yang

akuntabel.

Persiapan
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Penyusunan
RKPD

Renja-SKPD

T
E Berita Acara
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& PPAS
Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan
perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui
8 (delapan) tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 1.1, yakni sebagai
berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
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1.2

Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;

Penyusunan Rancangan RKPD;

Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;

Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan

Penetapan RKPD.

Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan

mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.2.1 Undang-Undang

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2022 Nomor 4).

1.2.2 Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan

Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah

sebagai berikut:



10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6794);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur



Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 Nomor 1); dan

20. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2024-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu
kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan
pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara
nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2024 berpedoman

pada :

a. Kebijakan tahapan pelaksanaan RPD 2024-2026 tahun pertama, yaitu
penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program
perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta penyelarasan
prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan

kabupaten/kota;

b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yaitu penyelarasan
prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan
Tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan

program strategis nasional dalam RKP Tahun 2024.

Selanjutnya RKPD 2024 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat
daerah (Renja —-PD), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Adapun hubungan
keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada
Gambar 1.2. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem
perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam
satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem ini dimulai dari
tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada

tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
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Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2024 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan

pembangunan tahun 2024.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2024, yaitu:

a. Menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan antara

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024;

b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran
2024.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 dengan rumusan sebagai berikut:



BAB L.

BAB II.

BAB IIIL

BAB IV.

BAB V.

BAB VI.

Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud
dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika

dokumen RKPD.
Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan

realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan
dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, tujuan
pembangunan berkelanjutan, serta penyajian aspirasi dan

penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya
akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam

penyusunan RKPD kabupaten/kota.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang seluruh
rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun

berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan



BAB VIL

BAB VIII.

tahun perencanaan pembangunan RKPD, dan capaian kinerja

yang direncanakan dalam RPD.
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

pada akhir tahun perencanaan.
Penutup

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD yang diantaranya
meliputi peran dokumen RKPD dalam pelaksanaan
pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi

hasil pelaksanaan RKPD.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur
sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula
bersifat unrenewable resources menjadi renewable resources perlu mendapatkan
perhatian besar. Sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi
yang sustainable bagi daerah untuk menggeser dominasi sektor pertambangan
dan penggalian dalam  struktur perekonomian. Besarnya potensi
keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan dapat
dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan
diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA
terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau
seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Oleh
karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi
industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada
pertumbuhan ekonomi kawasan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai dokumen
perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan
isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek
pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan
kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu
melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan
pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan
daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek
geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan

daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2037’ 12.99”
Lintang Utara (LU) dan -2028’ 19.31” Lintang Selatan (LS), 1139 50’ 3.61-1199
14’ 13.06” Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi

Kalimantan Timur sebagai berikut:
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1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan
Negara Malaysia bagian Timur;

2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan
Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan
Selat Makassar; dan

4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut

Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia
dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 15.344.552 ha.
Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan
luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha.

Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki

MALAYSIA PROVINSI
(Serawal KALIMANTAN UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2022 - 2042

Legend : RENCANA FUNGST JALAN
Surgw Rencana Jalan Arteri
Rencana Jalan Kolektor 1
Rencana Jalan Kolektor 2
Rencana Jalan Kolektor 3

FUNGSI JALAN
Jalan Actert

Jalan Kolektor 1
Jalan Kolektor 2
Jalan Kolektor 3

KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDIDAYA
E =

PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

[
4 Provins! S
7" KALIMANTAN
7 SELATAN

7

peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Gambar II.1

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, Kalimantan Timur terdiri dari
Kawasan Lindung seluas 2.974.766 Ha dan Kawasan Budidaya seluas
12.369.786 Ha. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air, Kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan
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perlindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Pencadangan Konservasi
di Laut, Kawasan Hutan Adat, Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan
Ekosistem Mangrove sedangkan Kawasan Budidaya terdiri dari Kawasan Hutan
Produksi, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan
Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri,
Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Transportasi dan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara
(IKN) Nusantara melalui undang - undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang. Luas
wilayah IKN Nusantara mencapai 324.331 Ha yang terdiri dari luas wilayah
daratan mencapai 256.142 ha dan wilayah laut mencapai 68.189 ha. Sehingga
luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur setelah ditetapkannya IKN Nusantara
mencapai 16.407.734 ha dengan luasan wilayah daratan mencapai 12.478.550
ha dan wilayah laut mencapai 3.929.184 ha.

IBU KOTA NEGARA
NUSANTARA

LEGENDA : o

—Jolan Nagiorial KETERANGAN ZONASI: g

= Jalan Provinsi [ Kawesan Inti Pusat Pemerintahan 4 P

s Jalan TOL Kawasan IKN %

== Rencana Jalan Arteri Primer I Kawasan Perluasan KN

@ Rencana Jalan Bebas Hambatan

== Rencana Jalan Inner Ring Road KIPP L5 25 0 5 10 % 2 70w s
- 5 Ustis

Rencana Jalan Outer Ring Road KIPP

Gambar II1.2
Peta Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan
landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas
permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah

pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah



-13-

perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter
di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat
laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut yang
berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat
berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan

persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

Q b PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PROVINS!
KALIMANTAN UTARA

MALAYSIA
(Serawak)
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Gambar I1.3

Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi
adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di
Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian
25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08
Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran
rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu
yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada
ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten

Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Gambar I1.4

Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur,
wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas
7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai
Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas
40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar
1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan
Timur adalah Sungai Berau, Sungai Kelai, Sungai Dondang, Sungai Mahakam,
Sungai Belayan, Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai

Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Loa Haur, Sungai Telen.



-15-

5 O S L oSN
P o, S i
I b A\
Cf.“ ' ¢ PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ol ¥ o, PET
MALAYSIA PROVINSI [ ) NG " T: A |
(Serawak) KALIMANTAN UTARA 5\ % ; DAERAH ALIRAN SUNGA
et X ’
! 5 P ' ™ 9
- § AN A \ &
o el e \ X7
o o ¥
Ry TN i ik
: L e L ‘ ; .
SIS Sop 4 : [
AR RN Al { a2
o o/ VRIS i 55 Sungai BATHIMETRY
e’y %3 8 N Y ; BATAS ADMINISTRASI : [ Lebin dari 3000 mdpl
b o i ) L o ~ - = Batas Negara [J 1000 - 3000 mdpl
Fe Ty ) [\ ) ~ - Batas Provinsi [ 250- 1000 mdpl
b bt \ 'y X Batas Kabupaten 3 s0- 250 mépt
p. \ ! FUNGSI JALAN [ 25-s0mdpl
P o~ R ? Jalan Arteri 5 - 25 mdpl
,'l , /4 Jalan Kolektor 1 [ o0-5mdpl
e - TR Jalan Kolektor 2
"y e Jalan Kolektor 3
.
PROVINSI is ¢ DAERAH ALIRAN SUNGAI :
KALIMANTAN TENGAH g ¢ { o B
4 ‘
= e
¢
b
Y 3]
) A
.5 <
v €
§
P
— /
l ?
4
Y. |
{18
&
\ ¥) 0
/ ] ?_
ot e
! ?
J PROVINSI N INDONESTA
» KALIMANTAN ¢ ol --n_ o P
B SELATAN & B g 2 :

Gambar I1.5
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur
menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa
sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan
berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (mineral
industry) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi
bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik
orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada
kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai
kaidah “Good Mining Practice” yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan
tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan

pada gambar dibawah ini.
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Gambar I1.6

Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur
terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai
Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta
memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan
Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan

Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur
Luas wilayah Jumlah Jumlah Desa

No R araten ot (Ha) ’ Kecamatan dan Kelurahan
1 Paser 1.104.644 10 144
2 KUBAR 1.361.117 16 194
3 KUKAR 2.529.239 20 237
4 KUTIM 3.122.720 18 141
5 Berau 2.137.135 13 110
6 PPU 203.254 4 54
7 MAHULU 1.849.224 S S50
8 Balikpapan 51.023 6 34
9 Samarinda 71.678 10 59
10 | Bontang 16.077 3 15
Luas Wilayah Laut 12 Mil 2.898.439 - -
Kalimantan Timur 15.344.552 105 1.038

Sumber: RTRW Provinsi KALTIM 2023-2042
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Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta

Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar I1.7.
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Gambar I1.7

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur
dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda,
Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi
Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori
sedang. Tabel II.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi

Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel 11.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Stasiun

Tanjung
Redeb

Samarinda Balikpapan

1 Suhu Udara (°C)

- Minimum 24,50 24,20 23,50

- Maksimum 32,30 31,10 32,70
2 Kelembaban (%) 82 83,30 87
3 Tekanan Udara (Mbs) 1.011,60 1.010,10 1.011,50
4 Kecepatan Angin (Knot) 4,00 3,00 3,50
) Curah Hujan (mm) 2.599 2.947 2.312
9] Penyinaran Matahari (%) 42 46 49

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2023
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Gambar I1.8

Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang
diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam

klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar

dibawah ini.
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Gambar I1.9
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang
diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan
Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks
dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks
Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana
sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta
menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas
daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana
gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di
Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan,

cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.
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Gambar I1.10
Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim, diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir
yakni: pembudidayaan daerah dataran Banjir; peruntukan tata ruang di dataran
Banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan
dataran Banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak
memadai; terbatasnya tindakan mitigasi Banjir; kurangnya kesadaran
masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu;
terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali Banjir; dan elevasi
bangunan tidak memperhatikan peil Banjir.

Terjadinya bencana Banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan
lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya
bencana Banjir, antara lain:

e Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun
mengalami Banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran
masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah
sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas
air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang

menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan sehingga saluran dalam
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arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan
dan lama-lama menyebabkan Banjir.

e Daerah resapan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan suatu
daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai
tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan
sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah
semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar
sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh
adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke
dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi Banjir.

e Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah
longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon
juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya.
Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga
ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun
mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir,
perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan Banjir.

Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar
ketika berbicara tentang Banjir karena semestinya menjadi tempat untuk
mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat,
rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga kan
terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena
pembuangan sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah
pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai
itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan

atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.
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Gambar I1.11
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi KALTIM, Diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

Faktor utama penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan adalah akibat ulah
manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian
dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang
membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti El Nino yang didukung oleh
kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi
masyarakat.

Kerawanan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan tertinggi terjadi pada
musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas
matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga
Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan
kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan berpengaruh terhadap
terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial
ekonomi bagi masyarakat, sebagai berikut:

e Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke
dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban

tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (surface run
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off)]. Kondisi demikian menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah
terbakar, terjadinya sedimentasi dan perubahan kualitas air serta turunnya
populasi dan keanekaragaman ikan di perairan. Selain itu kerusakan hidrologi
di lahan gambut akan menyebabkan jangkauan intrusi air laut semakin jauh
ke darat.

Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih
menggantungkan hidupnya pada  hutan (berladang, beternalk,
berburu/menangkap ikan)

Penurunan produksi kayu, terganggunya kegiatan transportasi, dan
meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan
penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dokumen
informasi kebencanaan dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
sebagai dokumen rencana aksi penanggulangan bencana yang menjadi salah
satu parameter dalam penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen
penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam
menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian
di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya
pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan
mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada
komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan
dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat
kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko
bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi
perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program
penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Di Tahun 2021 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang
dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki
indeks 153,28 dan ditahun 2022, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan
Timur mengalami penurunan risiko bencana menjadi 146,47, atau
penurunan sebesar 6.81 poin dari tahun 2021, tetapi Provinsi Kalimantan
Timur masih berada dalam zona yang memiliki risiko yang tinggi. Capaian
penurunan Indeks Risiko Bencana provinsi Kalimantan Timur merupakan
sebuah keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan Ketahanan

Daerah. Ketahanan Daerah merupakan sebuah ukuran keberhasilan, yang
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ditandai dengan meningkatnya sebuah kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana dan menjadi salah satu parameter penting untuk
menentukan  tingkat risiko bencana. Kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan
Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas
dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah
berdasarkan tujuh prioritas yaitu Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sistem
informasi, diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; Perkuatan
kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem
pemulihan bencana.

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke
tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami
(kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur
pada tahun 2018 sebesar 3.552.191 jiwa dan terus meningkat menjadi

3.941.766 jiwa pada tahun 2022.
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Gambar I1.12

Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023)

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata
sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah
penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling
banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,56 persen. Tidak
dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk

tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus
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perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran
penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima
persen terdapat di Kota Bontang (4,72%), Kabupaten Penajam Paser Utara
(4,87%), Kabupaten Kutai Barat (4,46%), dan yang paling sedikit jumlah
penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak

mencapai satu persen (0,95%).

Paser; 7,52
Bontang; 4,72

KUBAR; 4,46
Samarinda; 21,56
KUKAR; 19,74
Balikpapan; 18,46
KUTIM,; 10,80

MAHULU; 0,95 -
PPU: 4,87 Berau; 6,92

Gambar I1.13
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023)

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar
1,98 persen selama lima tahun sejak tahun 2018-2022. Kabupaten Mahakam
Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya
hingga mencapai 4,39 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan
penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan laju

pertumbuhan penduduk sebesar 0,20 persen.

Tabel 11.3
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2022

Laju

Pertumbuhan

No Kab/Kota Penduduk

(2018-2022)
(%)

1 | Paser 259.417 265.148 277.401 288.225 296.582 2,26
2 | KUBAR 162.200 164.048 165.938 170.871 175.610 1,33
3 | KUKAR 677.755 696.784 734.485 753.862 778.096 2,33
4 | KUTIM 420.760 422.905 424.334 424.743 425.787 0,20
5 | Berau 224.654 232.189 251.439 263.150 272.887 3,29
6 | PPU 170.475 173.671 181.349 186.801 191.967 2,00
7 | MAHULU 28.833 30.321 35.010 35.274 37.318 4,39
8 | Balikpapan 649.806 670.505 697.079 710.293 727.665 1,90
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Laju
Pertumbuhan

No Kab/Kota 2018 2019 Penduduk
(2018-2022)

(%)
9 | Samarinda 778.883 793.576 817.254 831.220 849.717 1,46
10 | Bontang 179.408 181.618 184.784 185.393 186.137 0,62
Kalimantan Timur | 3.552.191 | 3.630.765 | 3.769.073 | 3.849.832 | 3.941.766 1,98

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di
Kota Balikpapan mencapai 1.428,08 per km?. Sedangkan kepadatan terendah
terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2,02 per km2. Dimana total
kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 31,68 per km?2.

Berdasarkan Sex Ratio, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur
pada tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-

laki diantara 100 penduduk perempuan.

Tabel 11.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Penduduk Sex Kepadatan
No Kab/Kota . Penduduk
Laki-laki Perempuan ‘ Jumlah Ratio (Per Km?)
1 Paser 153.455 143.127 206.582 107,22 26,85
2 | KUBAR 92.207 83.403 175.610 110,56 12,90
3 | KUKAR 405.154 372.942 778.096 108,64 30,76
4 | KUTIM 227.438 198.349 4905.787 114,67 13,64
5 | Berau 144.720 128.167 272.887 112,92 12,77
6 | PPU 99.423 92.544 191.967 107,43 94,45
7 | MAHULU 19.920 17.398 37.318 114,50 2,02
8 | Balikpapan 371.777 355.888 727 665 104,46 1.426,15
9 | Samarinda 432.306 417.411 849.717 103,57 1.185,46
10 | Bontang 96.433 89.704 186.137 107,50 1.157,78
Kalimantan Timur 2.042.833 1.898.933 3.941.766 107,58 31,67

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi
Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun)
yang mencapai 68,92 persen dari total penduduk Kalimantan Timur,
sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat sebesar 45,16 persen. Artinya
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setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan

sebanyak 45 orang yang tidak dan belum produktif.
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Gambar I1.14

Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi
di Kalimantan Timur pada tahun 2022 pada laki-laki dan perempuan mengalami
penurunan menjadi sebesar 0,42 persen jika dibanding dengan tahun 2021
yaitu sebesar 0,36 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun 2022
mengalami penurunan menjadi sebesar 0,05 persen jika dibanding dengan
tahun 2021 sebesar 0,58 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada tahun 2022
mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,35 persen jika dibanding dengan
tahun 2021 sebesar 0,06 persen, dan pada kategori penduduk usia 19-24 tahun
sebesar 0,38 persen pada tahun 2022 yang berarti meningkat jika dibandingkan
dengan tahun 2021 sebesar 0,02 persen. Dengan demikian secara umum, hanya

pada kategori 13-15 tahun yang mengalami penurunan pada tahun 2022.

Tabel I1.5
Persentase Penduduk Usia 7 — 24 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah dan
Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2022

Kelompok Usia Tidak / Belum Pernah Bersekolah ‘

Sekolah 2018 2019 2020 2021 | 2022 |
7-12 0,24 0,16 0,12 0,36 0,42
13-15 0,25 0,19 0,05 0,58 0,05
16-18 0,38 0,09 0,17 0,06 0,35
19-24 0,38 0,35 0,12 0,02 0,38
7-24 0,31 0,21 0,12 0,23 0,33
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Kelompok Usia

2018 2019 2020 2021 2022
Sekolah
7-12 99,67 99,68 99,73 99,60 99,57
13-15 98,89 08,83 99,07 98,90 28,74
16-18 81,55 81,81 81,88 82,01 81,43
19-24 29,84 29,89 29,71 29,86 29,33
7-24 74,46 74,34 73,63 73,88 74,02
elompo 3 dak Bersekola ag

€Kola 018 019 020 O 0

7-12 0,00 0,16 0,14 0,04 0,01
13-15 0,86 0,98 0,88 0,52 1,21
16-18 18,07 18,10 17,95 17,93 18,22
19-24 69,78 69,76 70,17 70,12 70,29
7-24 25,23 25,45 26,25 25,88 25,65

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut agama, maka mayoritas
penduduk Kalimantan Timur memeluk agama Islam sebesar 87,4 persen dari

jumlah penduduk Kalimantan Timur.

Tabel 11.6
Jumlah Penduduk Menurut Agama
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kab/Kota Jislle

1 | Paser 272.788 9.769 9.299 488 530 0 5 292.879
5 | KUBAR 82.408 54.238 36.078 141 36 1 99 173.001
3 | KUKAR 706.546 41.426 14.400 | 2569 | 254 6 83 765.284
4 | KUTIM 345.969 41.996 34064 | 2522 133 6 23 425.613
5 | Berau 224.748 24.263 15.961 224 649 22 8 265.875
6 | PPU 179.143 7.046 .603 91 39 0 1 188.923
7 | MAHULU 8.528 5.422 52.137 60 3 0 3 36.153
8 | Balikpapan | 648.261 49.750 13041 | 1390 | 5.935 31 15 718.423
o | Samarinda | 766.265 42.477 01.141 825 | 7.880 284 63 838.935
10 | Bontang 167.023 15.248 3991 298 138 0 0 185.928
Ka}Ii‘li'l;lna;l:an 3.401.679 | 291.635 | 172.845 | 8.608 | 15.597 350 300 3.891.014

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis
kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju
Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator
ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan,
terutama wuntuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam

mensukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.
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A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga tahun
2022 menunjukkan tren yang meningkat dari komposisi sektor non migas dan
batubara sedangkan dari sektor dengan migas dan non migas mengalami sedikit
penurunan di tahun 2020. Nilai PDRB dengan migas Tahun 2020 tercatat
sebesar Rp 607,59 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 505,55
triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 314,89 triliun.
Penurunan Nilai PDRB pada tahun 2020 dikarenakan terjadi anomali dimana
karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam
hal ekspor. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai PDRB kembali meningkat seiring
dengan mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Timur dengan berkurangnya
dampak Pandemi COVID-19, nilai PDRB migas mencapai Rp 921,33 triliun, nilai
PDRB non migas sebesar Rp 792,53 triliun dan nilai PDRB non migas dan
batubara sebesar Rp 381,97 triliun.

Tabel II.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Tahun \ Migas ! Non Migas Non Migas dan Batubara
2018 636.454.483 518.074.570 291.567.584
2019 652.158.057 539.448.590 310.699.091
2020 607.744.486 505.786.456 315.126.677
2021 696.584.498 584.205.939 338.613.743
2022 921.332.980 792.531.260 381.969.993

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2022 mengalami perbaikan
ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan
Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB
sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp

314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen.
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Tabel I1.8

Kategori Lapangan Usaha \ 2018 \ 2019 \ 2020 2021 2022
. . 50.147.994 51.567.377 53.455.323 59.089.937 64.891.735
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (7,89) (7,91) (8,80) (8,48) (7.04)
B Pertambanean dan Peneealian 296.725.329 297.371.390 250.845.967 314.198.045 490.501.116
g &8 (46,69) (45,60) (41,27) (45,11) (53,24)
C Industri Peneolahan 115.272.211 116.204.903 115.564.453 123.816.183 138.636.144
g (18,14) (17,82) (19,02) (17,77 (15,05)
I 315.059 344.961 385.062 395.471 422.609
D Pengadaan Listrik dan Gas (0,05) (0,05) (0,06) (0,06) (0,05)
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampabh, 288.891 307.667 326.534 348.377 379.899
Limbah dan Daur Ulang (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,04)
F Konstruksi 53.500.578 58.472.319 58.308.248 62.313.147 70.945.215
(8,42) (8,97) (9,59) (8,95) (7,70)
G Perdagangan Besar dan Eceran; 35.227.602 38.245.238 39.053.042 41.474.909 47.547.015
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,54) (5,86) (6,43) (5,995) (5,16)
. 22.990.716 24.172.248 22.067.334 23.218.927 28.980.671
H Transportasi dan Pergudangan (3,62) (3,71) (3,63) (3,33) (3,15)
1 Penyediaan Akomodasi dan Makan 6.106.132 6'?19 %)'35)63 6.479.402 6.707.636 7'?3%'29)22
Minum (0,96) ’ (1,07) (0,96) ’
J Informasi dan Komunikasi 7.988.163 8.708.382 9.390.805 10.206.752 11.087.181
(1,26) (1,34) (1,55) (1,47) (1,20)
K Jasa Keuanean dan Asuransi 9.717.119 10.216.630 10.490.249 11.244.159 13.379.873
g (1,53) (1,57) (1,73) (1,61) (1,45)
L Real Estate 5.574.934 5.768.853 5.868.848 5.891.471 6.152.947
(0,88) (0,88) (0,97) (0,85) (0,67)
M.N Jasa Perusahaan 1.299.480 1.346.710 1.334.744 1.384.556 1.516.507
’ (0,20) (0,21) (0,22) (0,20) (0,16)
o Administrasi Pemerintahan, 12.337.921 13.019.826 12.750.605 13.198.181 14.448.961
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,94) (2,00) (2,10 (1,89) (1,57)
P Jasa Pendidikan 10.107.377 10.995.564 11.724.048 12.340.328 13.132.703
(1,59) (1,69) (1,93) (1,77) (1,43)
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Kategori Lapangan Usaha 2018 | 2019 2020 2021 2022
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3?(()),5611 )67 4.%(?,96.66)73 5':(3(?,18'2)20 6.%(()),58.8)96 6'?3’27;00
RSTU Jasa lainnya 3.994.008 4.434.754 4.368.801 4.551.864 5.097.080
T (0,63) (0,68) (0,72) (0,65) (0,55)
PDRB 635.498.680 652.158.057 607.744.486 696.584.498 921.332.980
(100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023
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Tabel 11.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

Kategori Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
A Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan 32.140.165 33.396.194 33.026.690 33.001.680 33.649.338
’ ’ (6,92) (6,86) (6,99) (6,81) (6,75)
B Pertambangan dan Penggalian 218.686.722 233.762.253 222.909.197 227.991.366 235.949.043
(47,006) (48,03) (47,17) (47,07) (46,72)
C Industri Pengolahan 96.797.539 96.824.494 93.909.767 96.208.521 99.651.978
(20,83) (19,89) (19,90) (19,86) (19,70)
o 261.834 284.529 317.368 324.789 337.250
D Pengadaan Listrik dan Gas (0,06) (0,06) (0,07) (0,07) (0,06)
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 224.574 235.440 247.995 258.504 278.099
Limbah dan Daur Ulang (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,006)
F Konstruksi 33.754.000 35.682.996 35.601.166 37.005.238 39.887.735
(7,26) (7,33) (7,49) (7,63) (7,68)
G Perdagangan Besar dan Eceran; 25.678.998 27.025.570 27.069.910 28.216.889 30.137.130
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,53) (5,59) (5,76) (5,83) (5,94)
u Transportasi dan Pergudangan 13.937.815 14.264.273 13.281.104 13.667.051 15.301.391
(3,00) (2,93) (2,83) (2,83) (3,00)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 4.080.239 4.340.118 4.108.417 4.193.399 4.577.468
Minum (0,88) (0,89) (0,87) (0,86) (0,90)
J Informasi dan Komunikasi 7.295.360 7.795.537 8.338.485 8.994.261 9.712.239
(1,57) (1,60) (1,76) (1,86) (1,92)
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6.751.780 6.966.068 7.137.891 7.320.021 8.012.391
(1,45) (1,43) (1,51) (1,51) (1,58)
L Real Estate 4.227.269 4.316.690 4.321.113 4.290.183 4.397.865
(0,91) (0,89) (0,91) (0,89) (0,88)
M.N Jasa Perusahaan 896.170 914.126 889.600 911.510 960.338
’ (0,19) (0,19) (0,19) (0,19) (0,19)
o Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 7.941.460 8.252.791 7.951.124 8.108.290 8.727.045
dan Jaminan Sosial Wajib (1,71) (1,70) (1,68) (1,67) (1,71)
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Kategori Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022

p Jasa Pendidikan 6.780.283 7.036.310 7.244.720 7.420.372 7.679.667
(1,46) (1,45) (1,53) (1,53) (1,53)

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2'?3’15';35 2'?3;’3)86 3'4(}8,4;'3)48 3’?&;3)18 4’(()3,%'5)04

R,S,T,U | Jasa lainnya 2.548.786 2.750.363 2.634.733 2.665.592 2.851.225
T (0,55) (0,57) (0,56) (0,55) (0,56)

PDRB 464.694.427 486.712.237 472.393.329 484.438.884 506.158.907
(100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022
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Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian
Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan
Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian
secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim.
Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini
cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018,
kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian
serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi
Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama.
Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka
terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian
hingga menjadi 41,29 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan
pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian. Sedangkan pada
tahun 2021 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami
peningkatan mencapai 45,05 persen sedangkan sektor yang lain mengalami
penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022, kontribusi sektor
pertambangan dan penggalian kembali meningkat tajam hingga mencapai
53,24 persen akan tetapi sektor yang lain mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya.
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Gambar I1.15
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018-2022 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian
bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka
transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan

mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal
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melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan.
Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha
Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB
Kaltim secara rata-rata dari tahun 2018-2022 sebesar 8,05 persen. Capaian
ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk
melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi
pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan
lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, dan jasa
pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang
meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang
dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan
lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat
struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam
sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga
berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha
pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan,
dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar
kedua di Kalimantan Timur setelah sektor pertambangan dan penggalian.
Berdasarkan sub sektornya, Sub sektor industri batubara dan pengilangan
migas memiliki peranan terbesar dalam sektor industri pengolahan. Selama
periode 2018 - 2020 kontribusi industri pengolahan terus meningkat
hingga mencapai 19,02 persen, namun pada periode 2020 — 2022 terjadi

penurunan setiap tahunnya yakni menjadi 15,05 persen pada tahun 2022.
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Gambar I1.16
Kontribusi Industri Migas dan Industri Non Migas

Tahun 2018-2022 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)
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Struktur yang menyusun lapangan usaha industri pengolahan migas
berasal dari Industri Batubara dan Pengilangan Migas, sedangkan industri
pengolahan non migas berasal dari Industri Kimia, Farmasi dan Obat
Tradisional, Industri Makanan dan Minuman serta Industri Kayu, Barang
dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya. Selama periode 2018 — 2022 kontribusi industri pengolahan
migas maupun non migas mengalami fluktuasi, dimana Kinerja Industri
Batubara dan Pengilangan Migas selama kurun waktu 5 tahun terakhir
perlahan mengalami penurunan dan Kinerja industri non batubara dan
pengilangan migas mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini
menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Provinsi
Kalimantan Timur sejak tahun 2009 mulai terlihat hasilnya.

Perlu diketahui bahwa share Lapangan Usaha Perdagangan terhadap
PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung
dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil
dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai
PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya
aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif
kecil, pada tahun 2022 kontribusinya hanya sebesar 4,71 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami
peningkatan sebesar 2,67 persen pada tahun 2018, dimana laju
pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,04 persen serta laju
pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,95 persen. Pada
tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami
penurunan menjadi negatif 2,90 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi
COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian
besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas
mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan
ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar
0,62 persen.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur
mengalami peningkatan menjadi 4,48 persen dibandingkan tahun 2021
yang mencapai 5,55 persen. Pertumbuhan bersumber dari peningkatan
permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh
peningkatan aktivitas masyarakat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi

non migas mencapai 5,59 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi
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non migas dan non batubara juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,11
persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut utamanya
bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan
sejalan dengan tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai
momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Di
samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional
di wilayah Kaltim, mobilitas masyarakat yang terus membaik, dan masa

panen produk pangan dan pertanian menjadi penopang pertumbuhan.
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Gambar I1.17
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan banyak
proyek pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Timur yang mampu
mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif
mendatang didukung oleh peningkatan kinerja di industri pengolahan
minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi, seiring aktivitas masyarakat
yang makin menggeliat. Tenaga kerja Kaltim akan terserap, kebutuhan
ribuan pekerja di IKN pasti akan berhubungan dengan petani dan
pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk
akomodasi baik hotel maupun penginapan juga akan laku karena banyak
tamu untuk berbisnis maupun dinas, bahkan pelaku UMKM juga terkena
dampak dalam penjualan produk.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut

Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dimana terlihat
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pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-
19 dan ditahun 2022 seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan diikuti

dengan pertumbuhan seluruh sektor lapangan usaha.



-39-

Tabel I1.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)
Kategori Lapangan Usaha ‘ 2018 2019 2020 2021 2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,14 3,91 (0,98) -0,08 1,96
B Pertambangan dan Penggalian 1,07 6,89 (4,61) 2,28 3,49
C Industri Pengolahan 0,69 0,03 (2,99) 2,45 3,58
D Pengadaan Listrik dan Gas 9,76 8,67 11,47 2,34 3,84
E Pengadaan Air 3,22 4,84 5,33 4,24 7,58
F Konstruksi 7,91 5,71 (0,87) 3,94 7,79
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 7.16 524 0,57 4,24 6,81
Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 5,80 2,34 (6,58) 2,91 11,96
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,70 6,37 (5,34) 2,07 9,16
J Informasi dan Komunikasi 4,38 6,86 7,56 7,86 7,98
K Jasa Keuangan 4,05 3,17 2,47 2,95 9,46
L Real Estate 4,83 2,12 0,69 (0,72) 2,51
M,N Jasa Perusahaan 4,96 2,00 (3,14) 2,46 5,36
o Adrpinistrg}si Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 3.11 3,02 (3,83) 1,08 7,63
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 7,73 3,78 2,96 2,42 3,49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,05 6,43 20,22 13,43 4.86
R,S,T,U | Jasa Lainnya 9,02 7,91 (3,01) 1,17 6,96
Laju Pertumbuhan Ekonomi 2,67 4,74 (2,90) 2,55 4,48

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023
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Secara regional, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mulai membaik.
Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah
lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 6,45 persen, lalu diikuti
Kalimantan Utara sebesar 5,34 persen, Kalimantan Selatan sebesar 5,11
persen, Kalimantan Barat sebesar 5,07 persen dan Kalimantan Timur sebesar
4,48 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan
ekonomi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 5,31 persen, laju

pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.
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Gambar I1.18

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Tabel I1.11
Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

No Komponen Pengeluaran ‘ 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Pengeluaran Konsumsi 102.584,20 109.767,66 110.821,28 115.053,40 125.598,38
Rumah Tangga
o | Pengeluaran Konsumsi 2.958,20 3.239,36 3.248,32 3.419,27 3.689,59
LNPRT
3 | Pengeluaran Konsumsi 23.760,62 26.360,55 27.129,17 28.315,36 31.283,12
Pemerintah
4 | Pembentukan Modal 173.474,79 | 188.079,04 | 188.258,10 | 209.951,00 | 232.491,11
Tetap Bruto
5 Perubahan Inventori 1.613,95 768,36 1.228,65 383,61 401,29
6 }}I;;::ksf’or Barang & 331.106,93 | 324.264,39 | 277.05896 | 339.461,86 | 527.869,49
PDRB 635.498,68 | 652.480,26 | 607.744,49 696.584,50 | 921.332,98

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari
sisi pengeluaran pada tahun 2018-2022 secara keseluruhan mengalami
peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang
disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan

Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami
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penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun. Pada tahun 2022 Ekonomi
Kalimantan Timur mulai mengalami perbaikan ekonomi yang mencapai Rp

921,33 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Tabel I1.12
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No | Komponen Pengeluaran ‘ 2018 2019 2020 2021 2022

1 | Pengeluaran Konsumsi 16,14 16,82 18,23 16,52 13,63
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi

2 | [ nNPRT 0,47 0,50 0,53 0,49 0,40

3 | Pengeluaran Konsumsi 3,74 4,04 4,46 4,06 3,40
Pemerintah

4 | Pembentukan Modal 27,30 28,83 30,98 30,14 25,23
Tetap Bruto

5 | Perubahan Inventori 0,25 0,12 0,20 0,06 0,04

6 ?ggfksmr Barang dan 52,10 49,70 45,59 48,73 57,29

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur
pada tahun 2018-2022 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor
barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor
barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang
dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri
yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa,
dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi

komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

Tabel I1.13
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

I\[o} Komponen Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
Pengeluaran Konsumsi
1 3,14 3,15 (0,43) 1,23 3,41
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 8,57 6,77 (0,99) 0,66 3,03
3 | Pengeluaran Konsumsi 7,91 8,11 | (1,95) 3,03 8,48
Pemerintah
4 Pembentukan Modal Tetap 7,54 4,81 (1,06) 7,74 5,47
Bruto
5 | Perubahan Inventori - - - - -
6 | Net Ekspor Barang & Jasa 0,17 5,05 (4,61) 0,64 4,05
PDRB 2,64 4,70 -2,90 2,55 4,48

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023
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Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
kelompok pengeluaran pada tahun 2022 mencapai 4,48 persen. Dimana
pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT
sebesar 3,03 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 8,48
persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB Kalimantan Timur dari sisi

pertumbuhannya meningkat dikarenakan kegiatan Pemerintah.

Tabel I1.14

Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Miliar Rp)

No KAB/KOTA 2018 2019 2020 2021 2022
1 | Paser 34.362,05 | 35.734,75 | 34.712,07 | 36.581,32 | 36.980,15
2 | KUBAR 20.108,76 | 21.253,83 | 20.644,38 | 21.509,56 | 22.535,73
3 | KUKAR 121.509,48 |126.272,37 | 120.953,68 [124.197,10 | 128.805,43
4 | KUTIM 88.582,49 | 95.815,41 | 92.868,68 | 92.039,29 | 97.174,42
5 | Berau 26.769,40 | 28.275,57 | 27.337,09 | 28.802,65 | 29.940,78
6 | PPU 6.590,45 | 6.762,58 6.604,62 | 6.492,78 | 7.433,74
7 | MAHULU 1.675,32 | 1.767,80 1.763,93 | 1.786,29 1.802,46
8 | Balikpapan 79.807,11 | 83.793,41 | 83.034,71 | 86.817,89 | 91.104,44
9 | Samarinda 43.323,57 | 45.491,36 | 45.041,33 | 46.294,41 | 49.342,39
10 | Bontang 41.316,22 | 40.427,70 | 39.320,23 | 39.949,08 | 40.931,39

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB
Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2022
mencapai Rp 128,81 triliun disusul perekonomian Kutai Timur dan Kota
Balikpapan yang masing-masing dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar Rp 97,17
triliun dan Rp 91,10 triliun. Ketiga daerah ini memang layak memiliki
kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian
yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan,
salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja ekonomi adalah mulai
menurunnya pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan
daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah
Kalimantan Timur, khususnya pasar global, meningkatnya rata-rata harga
komoditas pangan (tandan buah segar/TBS kelapa sawi dan minyak kelapa
sawit/CPO), Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta harga rata-rata minyak
mentah Indonesia (ICP) mengalami peningkatan dibanding tahun
sebelumnya sehingga terdapat peningkatan demand terhadap komoditas

energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan
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batubara dan kemudian diikuti peningkatan harga komoditas energi

tersebut di pasar internasional.

Tabel I1.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)

No KAB/KOTA 2018 2019 2020 2021 2022

1 Paser 3,69 3,99 -2,86 5,39 1,09
2 KUBAR 5,06 5,69 -2,87 4,19 4,77
3 KUKAR 2,16 3,92 -4,21 2,68 3,71
4 KUTIM 2,38 8,17 -3,08 -0,89 5,58
5 Berau 2,07 5,63 -3,32 5,36 3,95
6 PPU 1,28 2,61 -2,34 -1,69 14,49
7 MAHULU 5,40 5,52 -0,22 1,27 0,91
8 Balikpapan 4,97 4,99 -0,91 4,56 4,94
9 Samarinda 4,96 5,00 -0,99 2,78 6,58
10 | Bontang -4,08 -2,15 -2,74 1,60 2,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi
kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami
peningkatan. Kabupaten yang masih mengalami pertumbuhan yang
melambat adalah Kabupaten Paser yaitu 1,09 persen dan Kabupaten
Mahakam Ulu 0,91 persen. Sementara itu, wilayah kabupaten/kota lainnya
mengalami pertumbuhan yang cepat dengan Kabupaten Penajam Paser
Utara memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan capaian 14,49

persen.
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Gambar I1.19

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, maka terlihat bahwa peranan
Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota
lainnya yang mencapai 26,09 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai
Timur 22,91 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan
Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 13,82 persen sebagai
pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya
Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur

dibawah 10 persen.
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Gambar I1.20
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Pada tahun 2022, terdapat 5 (lima) kabupaten yang menjadikan
lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi
utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat
bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama
pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan
sangat signifikan, hingga mencapai 85,09 persen, dan kegiatan tersebut

ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel I1.16
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2022
Peringkat 1 \ Peringkat II Peringkat III

LA Lap. Usaha Lap. Usaha SEZ; - Lap. Usaha R
Paser Pertambangan 76,37 | Pertanian 10,05 | Industri 4,17
KUBAR Pertambangan 57,88 | Pertanian 12,27 | Konstruksi 9,22
KUKAR Pertambangan 70,77 | Pertanian 10,72 | Konstruksi 6,35
KUTIM Pertambangan 85,09 | Pertanian 5,90 | Industri 2,55
Berau Pertambangan 66,98 | Pertanian 9,33 | Perdagangan 4,99
PPU Konstruksi 24,11 | Pertambangan 22,62 | Pertanian 19,41
MAHULU Pertanian 74,53 | Konstruksi 6,73 | Pertambangan 6,29
Balikpapan | Industri 47,20 | Konstruksi 15,81 | Transportasi 10,75
Samarinda | Konstruksi 20,51 | Perdagangan 16,07 | Pertambangan | 15,66
Bontang Industri 78,72 | Konstruksi 7,04 | Perdagangan 3,32

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan

di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 76,37 persen. Sama halnya dengan
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wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh
kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki
kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten
Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian
memberikan peranan yang cukup besar mencapai 70,77 persen terhadap
total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan
yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan
pertambangan Kabupaten lain sektor utama

lainnya. dengan

pertambangan juga tercatat di Berau. Adapun daerah yang

menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota
Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang sektor utamanya

Pertanian yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel I1.17
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2022
Peringkat I \ Peringkat II Peringkat III
Kab/Kota Tewismen Share Tewrpmen Share Komponen Share
(%) (%) (%)
Paser Net Ekspor 74,38 | PMTB 13,57 | K. Ruta 9,53
KUBAR Net Ekspor 54,77 | PMTB 27,13 | K. Ruta 11,94
KUKAR Net Ekspor 58,34 | PMTB 30,48 | K. Ruta 8,79
KUTIM Net Ekspor 80,07 | PMTB 13,92 | K. Ruta 4,45
Berau Net Ekspor 73,45 | PMTB 14,41 | K. Ruta 8,79
PPU PMTB 55,19 | K. Ruta 34,20 | K. Pemerintah 10,18
MAHULU Net Ekspor 32,87 | PMTB 28,89 | K. Ruta 24,43
Balikpapan | PMTB 37,72 | Net Ekspor 35,07 | K. Ruta 23,53
Samarinda K. Ruta 43,94 | PMTB 42,20 | K. Pemerintah 12,75
Bontang Net Ekspor 73,21 | PMTB 13,99 | K. Ruta 10,35

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Pada tahun 2022, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur
sebanyak tujuh kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi
oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya
didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan
Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT). Kabupaten/kota yang
perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan
didominasi oleh komponen PMTB (investasi) yang masing-masing memberi
55,19 persen dan 37,72 persen. Sementara itu,

share sebesar
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perekonomian wilayah Kota Samarinda didominasi oleh komponen
Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga dengan share 43,94.
Kabupaten/kota yang porsi tersebarnya merupakan Net Ekspor
merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam,
seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen
Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai share Net Ekspor
terbesar adalah Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebesar 80,07 persen.
Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau juga memiliki share Net Ekspor
yang signifikan, yaitu masing-masing sebesar 74,38 persen dan 73,45
persen. Sementara itu, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki nilai share Net
Ekspor masing-masing sebesar 73,21 persen, 54,77 persen, 58,34 persen

dan 32,87 persen.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari
tahun ke tahun, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan
2022 hingga mencapai 5,35 persen. Hal ini karena adanya peningkatan
harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok
pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman

dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
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®—Indonesia 3,13 2,72 1,68 1,87 5,51
Kalimantan Timur 3,24 1,66 0,78 2,15 5,35
Samarinda 3,32 1,49 0,86 2,05 5,22
Balikpapan 3,13 1,88 0,65 2,28 5,51

Gambar II.1

Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih disumbang secara
dominan oleh bahan makanan menjadi penyumbang terbesar inflasi umum

yang berpotensi meningkatkan kemiskinan mengingat alokasi makanan
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dalam budget rumah tangga miskin cenderung lebih besar ketimbang
alokasi makanan dalam budget rumah tangga non miskin karena harga
barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan.
Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan yang
mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur
Meningkat. Peningkatan inflasi pada tahun 2022 terjadi seiring dengan
membaiknya optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian
seiring semakin terkendalinya kasus COVID-19 yang mendorong
normalisasi permintaan masyarakat.

Kota Balikpapan pada tahun 2022 mengalami inflasi lebih tinggi dari
tahun sebelumnya menjadi 5,51 persen, dan lebih tinggi dibandingkan
inflasi Kota Samarinda sebesar 5,22 persen. Sehingga secara keseluruhan
tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional yang

mencapai 5,35 persen.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang
dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan
dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat
kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRB-nya besar dengan jumlah
penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut
akan besar, demikian pula sebaliknya.

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan
Timur sejak tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB
per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dari sebesar
Rp 180,26 juta menjadi Rp 160,11 juta. Hal ini tentu saja disebabkan
adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak
negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi makro. Namun di
tahun 2022 nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali
meningkat mencapai Rp 238,70 juta.
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Gambar I1.21
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut
kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per
kapita tertinggi tahun 2022 yakni di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp
450,27 juta, Kota Bontang sebesar Rp 344,56 juta, dan Kabupaten Kutai
Kartanegara sebesar Rp 325,67 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan
PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
sebesar Rp 72,05 juta dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 94,51 juta.

Tabel 11.18
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota
di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No  Kab/Kota 2018 2019 2020 2021 2022

1 | Paser 171,64 | 173,34 | 157,18 194,12 272,09
2 | KUBAR 192,10 | 195,40 | 158,03 184,46 246,65
3 | KUKAR 210,47 | 212,76 | 204,50 241,84 325,67
4 | KUTIM 353,74 | 367,11 | 268,80 304,16 450,27
5 | Berau 166,27 173,83 143,67 170,34 232,68
6 | PPU 55,70 57,76 50,78 55,85 72,05
7 | MAHULU 95,32 102,46 85,38 90,17 94,51
8 | Balikpapan 151,30 | 165,69 | 151,31 160,20 180,96
9 | Samarinda 74,08 79,95 80,36 85,60 99,82
10 | Bontang 337,45 | 327,06 | 311,88 320,44 344,56

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur
pada tahun 2022 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp
238,70 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun
2022 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI
Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan
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jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarannya tidak sebanyak

jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.
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Gambar I1.22
PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan

Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

D. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi
6,31 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun
menjadi sebanyak 236,25 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 yaitu
sebanyak 241,77 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur
mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 728.208 yang didominasi
untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Penurunan angka

kemiskinan terjadi karena mulai pulihnya perekonomian sehingga

memberikan pengaruh positif pada beberapa lapangan usaha.

Tabel I11.19
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022
Garis Kemiskinan Jumlah
: Penduduk Persentase
Periode J\[e}5! s . Penduduk
Makanan Miskin .
Makanan . . Miskin
(Ribu Jiwa)

Maret 2018 405.108 169.596 574.704 218,90 6,03
Maret 2019 429,165 179.991 609.155 219,92 5,94
Maret 2020 463.823 198.479 662.302 230,26 6,10
Maret 2021 485.445 203.590 689.035 241,77 6,54
Maret 2022 513.874 214.334 728.208 236,25 6,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Tingkat kemiskinan masyarakat di Kaltim juga tercermin dari
peningkatan Garis Kemiskinan (GK) Kaltim dengan peningkatan GK di

perdesaan yang lebih besar dibandingkan di perkotaan. GK meningkat dari
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Rp689.035/kapita/bulan pada bulan Maret 2021 menjadi
Rp728.208 /kapita/bulan pada Maret 2022. Peningkatan garis kemiskinan
Kaltim bersumber dari peningkatan garis kemiskinan baik dari perkotaan
maupun perdesaan. Dari sisi lokasi, peningkatan garis kemiskinan di
wilayah perdesaan sebesar 6,67% atau lebih besar dibandingkan dengan
wilayah perkotaan yang meningkat sebesar 5,23%. Komoditas terbesar
penyumbang peningkatan GKM di perkotaan dan perdesaan utamanya
disebabkan oleh komoditas beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras,
sedangkan komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKNM di
perkotaan dan perdesaan adalah komoditas perumahan. Komoditas beras
merupakan penyumbang terhadap GKM di perkotaan dan perdesaan
dengan masing-masing tercatat sebesar 14,88% dan 17,41%. Selanjutnya,
rokok kretek filter merupakan komoditas yang menyumbang GKM terbesar
kedua yang tercatat sebesar 11,14% di perkotaan dan 14,24% di perdesaan.
Selanjutnya, diikuti oleh komoditas telur ayam ras yang tercatat sebesar
4,66% di perkotaan dan 4,35% di perdesaan. Komoditas lainnya yang
memberi sumbangan GKM adalah daging ayam ras, mie instan, gula pasir,

ikan tongkol, bawang merah, ikan kembung, dan cabai rawit.

Tabel 11.20
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan
Menurut Daerah Tahun 2022

N Perkotaan Perdesaan

° Komoditi % Komoditi %

1 Beras 69,33 | Beras 73,30
2 Rokok Kretek Filter 11,14 | Rokok Kretek Filter 14,24
3 | Daging ayam ras 5,01 | Telur ayam ras 4,35
4 | Telur ayam ras 4,66 | Tongkol/Tuna/Cakalang 3,30
5 | Mie Instan 3,50 | Mie Instan 3,19
6 | Tongkol/Tuna/Cakalang 2,94 | Daging Ayam Ras 2,99
7 | Gula Pasir 2,18 | Gula Pasir 2,61
8 | Bawang Merah 1,92 | Bawang merah 2,29
9 | Cabe Rawit 1,84 | Kembung 1,92
10 | Tempe 1,65 | Cabe Rawit 1,85

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Bila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi
pada tahun 2022 masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai
11,55 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota
Balikpapan hanya sebesar 2,45 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki
wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka

kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, perkembangan
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positif selalu ditunjukkan dari hasil pembangunan daerah hingga Pandemi

COVID-19 melanda Indonesia.

Tabel I1.21
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

1 | Paser 9,03 8,95 9,23 9,73 9,43
2 | KUBAR 9,15 9,09 9,29 10,24 10,20
3 | KUKAR 7,41 7,20 7,31 7,99 7,96
4 | KUTIM 9,22 9,48 9,55 9,81 9,28
5 | Berau 5,04 5,04 5,19 5,88 5,65
6 | PPU 7,40 7,18 7,36 7,61 7,25
7 | MAHULU 11,62 11,25 11,44 11,90 11,55
8 | Balikpapan 2,64 2,42 2,57 2,89 2,45
9 | Samarinda 4,59 4,59 4,76 4,99 4,85
10 | Bontang 4,67 4,22 4,38 4,62 4,54

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga

di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan.

Disamping itu, pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di

provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan tengah meningkat

sebanyak 0,12 poin, sementara Kalimantan Timur menurun sebanyak 0,23

poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di

bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,54 persen.
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Gambar I1.23
Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional

Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022)

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di

Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 62.870 jiwa, Kota Samarinda
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sebanyak 41.950 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 36.840 jiwa. Disisi
lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap
total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk
miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya
belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 11.22
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)

No KAB/KOTA ‘ 2018 2019 2020 2021 2022

1 | Paser 25.140 25.450 26.770 27.560 27.020
2 | KUBAR 13.490 13.450 13.780 15.380 15.380
3 | KUKAR 56.560 56.340 58.420 62.360 62.870
4 | KUTIM 33.020 35.310 36.980 37.780 36.840
S5 | Berau 11.330 11.620 12.300 13.620 13.310
6 | PPU 11.760 11.520 11.930 12.130 11.590
7 | MAHULU 3.250 3.190 3.260 3.180 3.100
8 | Balikpapan 17.010 15.780 17.020 18.530 15.830
9 | Samarinda 39.230 39.800 41.920 42.840 41.950
10 | Bontang 8.100 7.470 7.910 8.410 8.390

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah
tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman
kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan
kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di

antara penduduk miskin.

Tabel 11.23
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah
Tahun 2018-2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Maret 2018 0,656 1,229 0,846
Maret 2019 0,610 1,530 0,910
Maret 2020 0,664 1,743 1,015
Maret 2021 1,017 1,673 1,223
Maret 2022 0,672 1,687 0,989

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret 2018 ‘ 0,161 0,270 0,197
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Perkotaan +

Tahun Perkotaan Perdesaan

Perdesaan
Maret 2019 0,130 0,380 0,210
Maret 2020 0,157 0,412 0,240
Maret 2021 0,303 0,413 0,337
Maret 2022 0,149 0,395 0,226

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan begitu
juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2022. Indeks
Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 0,989. Indeks Keparahan
Kemiskinan turun dari 0,337 menjadi 0,226 pada periode yang sama. Nilai
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2022,
Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,672
sementara di daerah perdesaan mencapai 1,687. Nilai Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,149 sementara di daerah
perdesaan mencapai 0,395. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan
di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan terus meningkat dari tahun 2019-
2021 dalam 3 tahun ini (2019, dengan nilai 0,910 di tahun 2021 tercatat
berada pada nilai 1,223. Sempat menyentuh nilai 1,015 (2020) dan 1,223
(2021) yaitu pada masa Pandemi COVID-19. Serupa dengan Tingkat
Keparahan kemiskinan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin di Kalimantan Timur. Sejak tahun 2019 dengan
nilai 0,197 meningkat menjadi 0,337 di tahun 2021. Bahkan pada Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan pernah berada di nilai 0,303
di tahun 2021, yaitu pada masa Pandemi COVID-2019. Kondisi yang tidak
baik tersebut akan dipadukan dengan Program Pemerintah Pusat yaitu
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada tahun 2023
dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan di wilayah Perkotaan
dan wilayah perdesaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kalimantan Timur menurun 0,989 dan 0,226. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin
semakin mendekati batas garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran

penduduk miskin menjadi semakin kecil.
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Gambar I1.24
Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang
diukur dengan Indeks Gini, selama kurun waktu 5 tahun terakhir
mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pengalaman performa baik pada
tahun 2018 ke 2020 yaitu kondisi penurunan pernah ditunjukkan pada
nilai 0,342 menjadi 0,328. Pada tahun 2021 Indeks Gini mengalami
peningkatan menjadi 0,334. Rasio gini di Kalimantan Timur tahun 2022
menunjukkan penurunan sebesar 0,327 hal ini menunjukkan geliat usaha
yang semakin adaptif pasca Pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menjadi
faktor utama membaiknya kinerja aktivitas ekonomi di berbagai lapangan
usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpendapatan
rendah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perputaran roda
perekonomian, sehingga terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di
Kalimantan Timur. Akan tetapi capaian indeks gini tahun 2022 masih
dibawah target sebesar 0,308. Sehingga perlu perhatian dari Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan ketimpangan pendapatan

penduduk.
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Gambar I1.25
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada

tahun 2022 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota

Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks

gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten

Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten

Mahakam Ulu. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki indeks gini paling

rendah dengan capaian 0,269. Kabupaten Berau memiliki Indeks Gini

tertinggi dengan capaian 0,352.

Tabel 11.24
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)

No Kab/Kota ‘ 2018 2019 2020 2021 ‘ 2022

1 | Paser 0,299 0,262 0,290 0,288 0,282
2 | KUBAR 0,311 0,334 0,338 0,317 0,300
3 | KUKAR 0,302 0,278 0,294 0,283 0,269
4 | KUTIM 0,326 0,346 0,325 0,328 0,304
5 | Berau 0,303 0,345 0,300 0,377 0,352
6 | PPU 0,313 0,322 0,292 0,263 0,274
7 | MAHULU 0,334 0,302 0,259 0,270 0,288
8 | Balikpapan 0,356 0,302 0,311 0,325 0,334
9 | Samarinda 0,317 0,341 0,324 0,322 0,346
10 | Bontang 0,376 0,338 0,405 0,340 0,324

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023
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Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2022
ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,272.
Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada
posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut,
masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai
0,384 pada tahun 2022. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur
ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah

Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.

0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

0,342

0,303
0,344

0,339

I 0,380
0,340

0,300
0,330

IO, 330
|

0,330
0,317

s 0,314

0,319

0,272

I 0,384

0,323

0,292
0,330

I 0,313

I 0,384

0,329

0,292
0,332

I 0,317

N 0,389
s 0,381

I 0,342
0,328
I 0,334
0,327

2018 2019 2020 2021 2022

mIndonesia = Kalteng Kaltara = Kalsel ®™Kalbar = Kaltim

Gambar I1.26

Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

E. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak
diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi
pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan
terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah
merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu
daerah. Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar
wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal
ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada
di atas angka 0,60, walaupun terdapat kecenderungan semakin menurun
sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,594. Namun di tahun 2022 angka

Indeks Williamson mengalami sedikit peningkatan yang mencapai 0,661.
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Gambar I1.27
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)

Regional Kalimantan Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih
mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor
Pertanian menjadi leading sector bagi perekonomian di Kalimantan Barat
dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian
menjadi leading sector bagi perekonomian di Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup
tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan
produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di
wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan
oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur
yang berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa
antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang
relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih
diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih

menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.
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Gambar I1.28
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Kabupaten/Kota

di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen
tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur
memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar
perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan
sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis
sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang
perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur
sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan
Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri
pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber

perekonomian.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2018-2022, angka IPM Kalimantan Timur mengalami
peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM mengalami penurunan.
Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang
sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan
karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengeluaran per
kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada
rumusan [PM Kalimantan Timur. Pada tahun 2021-2022 IPM Kalimantan
Timur kembali mengalami peningkatan mencapai 76,88 dan 77,44. Capaian
pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun
sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi ketiga di

Nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
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Gambar I1.29
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Peningkatan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada
tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2022, angka IPM seluruh
Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi naik. Kabupaten/Kota
yang mengalami peningkatan terbesar adalah Kabupaten Kutai Barat
sebesar 1,18 persen dari 72,07 di tahun 2021 menjadi 72,92 di tahun 2022.
Selain Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu juga mengalami peningkatan
angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 1,18 persen dari 67,95 di tahun
2021 menjadi 68,75 di tahun 2022.

Tabel I11.25
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No Kab/Kota | 2018 2019 2020 2021 2022

1 | Paser 71,61 72,29 | 72,04 72,93 73,44
2 | KUBAR 70,69 71,63 | 71,19 72,07 72,92
3 | KUKAR 73,15 73,78 | 73,59 74,06 74,67
4 | KUTIM 72,56 73,49 | 73,00 73,81 74,35
5 [ Berau 74,01 74,88 | 74,71 75,20 75,74
6 |PPU 71,13 71,64 | 71,41 72,01 72,55
7 | MAHULU 66,67 67,58 67,09 67,95 68,75
8 Balikpapan 79,81 80,11 80,01 80,71 81,13
9 | Samarinda 79,93 80,20 | 80,11 80,76 81,43
10 | Bontang 79,86 80,09 | 80,02 80,59 80,94

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka
IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan IPM tertinggi
dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 68,63 — 71,84.

Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi telah berkurang di seluruh
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wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak positif,

khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.
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Gambar I1.30

Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan
Timur yang tinggi bukanlah rangking secara nasional atau regional. Laju
pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal
ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat
dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka
capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh
karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan,
kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan
pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Pola spasial capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 menunjukkan
kondisi adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kalimantan
Timur. Penduduk kabupaten/kota dengan status pencapaian IPM yang
sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” memiliki
kemudahan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses hasil
pembangunan terutama dalam hal memperoleh atau bahkan meningkatkan
pendapatan serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang
lebih baik dibanding penduduk di kabupaten dengan status pencapaian

2«

IPM kategori “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”.
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Gambar I1.31

Pola Spasial Status Pencapaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Pada tahun 2022 tidak ada perubahan status pembangunan manusia
di tingkat kabupaten/kota. Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota
Samarinda memiliki status IPM “Sangat Tinggi”, Kabupaten Berau,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki
status IPM “Tinggi” sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki status
“Sedang”.

Perkembangan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM
diuraikan sebagai berikut:
1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang
menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam
mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata
lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya
dimana pada tahun 2022 mencapai 9,92 tahun. Angka ini mengindikasikan
bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke

atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian
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Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2022 berada di atas

target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.
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Gambar I1.32
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018-2022 (Tahun)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama
Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya.
Pada tahun 2022, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama
sekolah tertinggi diatas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota
Balikpapan memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,92 tahun.
Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling
rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 8,36 tahun pada
tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di
Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan
hingga kelas IX (SMP Kelas IIl). Angka ini masih—belum mencapai target

pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Tabel 11.26
Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (tahun)

No | Kab/Kota . 2018 2019 2020 2021 2022 |
1 | Paser 8,22 8,54 8,55 8,79 8,80
2 | KUBAR 8,07 8,34 8,47 8,70 8,78
3 | KUKAR 8,84 9,10 9,22 9,23 9,24
4 [ KUTIM 9,08 9,18 9,19 9,43 9,44
5 | Berau 8,98 9,25 9,52 9,53 9,54
6 | PPU 8,03 8,16 8,28 8,36 8,51
7 | MAHULU 7,69 7,89 7,97 8,18 8,36
8 | Balikpapan 10,65 10,67 10,68 10,91 10,92
9 Samarinda 10,46 10,47 10,48 10,49 10,71
10 | Bontang 10,72 10,73 10,79 10,80 10,81

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022
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Seperti data yang tersaji pada tabel diatas, sampai dengan tahun
2022 masih terdapat empat Kabupaten yaitu Kabupaten Mahulu, PPU,
Kubar dan Paser yang memiliki angka rata-rata lama sekolah dibawah
angka rata-rata lama sekolah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya.
Namun demikian dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun
2022 terlihat adanya tren kenaikan angka rata-rata lama sekolah pada
keempat Kabupaten tersebut walaupun tidak signifikan.

Jika dilihat berdasarkan capaian rata-rata lama sekolah yang
tertinggi ditahun 2022, Kota Balikpapan menduduki peringkat pertama
rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini
disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana pendidikan yang
sudah lengkap ataupun memadai di semua jenjang Pendidikan di Kota
Balikpapan, sedangkan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah
terendah adalah Kab. Mahulu dengan capaian tahun 2022 sebesar 8,36
tahun, hal ini dimungkinkan antara lain karena infrastruktur pendidikan
di Kab. Mahulu masih perlu mendapat perhatian khusus baik oleh
Pemerintah Pusat maupun daerah.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,92
tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari
Nasional sebesar 8,69 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan

Tengah masing-masing sebesar 9,27 tahun dan 8,65 tahun.
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Gambar I1.33

Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Pola spasial capaian Rata-Rata Lama Sekolah kabupaten/kota tahun
2022 menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan

bersekolah. Semakin tingginya angka lamanya bersekolah semakin tinggi
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jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini

sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.
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Gambar 11.34

Pola Spasial Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur
telah mencapai 13,84 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki
peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal
ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada
generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin
tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan
sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti

pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
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Gambar I1.35
Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018-2022 (Tahun)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi
dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 15,10 tahun sedangkan
Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,62 tahun pada tahun 2022
merupakan capaian harapan lama sekolah paling rendah dibanding

kabupaten/kota lainnya.

Tabel 11.27
Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 — 2022 (tahun)

No Kab/Kota ‘ 2018 2019 ‘ 2020 2021 2022

1 Paser 12,99 13,00 13,10 13,25 13,27
2 KUBAR 12,88 12,89 12,90 13,02 13,09
3 KUKAR 13,57 13,58 13,59 13,60 13,63
4 KUTIM 12,65 12,78 12,89 12,90 13,00
S Berau 13,3 13,31 13,32 13,33 13,35
6 PPU 12,54 12,55 12,56 12,57 12,70
7 MAHULU 12,48 12,50 12,51 12,61 12,62
8 Balikpapan 14,12 14,13 14,14 14,22 14,23
9 Samarinda 14,66 14,70 14,89 15,09 15,10
10 | Bontang 12,89 12,90 13,03 13,17 13,18

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023

Secara umum Harapan Lama Sekolah pada kabupaten/kota
mengalami tren kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2022 meskipun
kenaikan harapan lama sekolah di kabupaten/kota belum menunjukkan
kenaikan secara signifikan. Sebagai upaya pemerintah terhadap
peningkatan harapan lama sekolah di delapan kabupaten dengan angka
harapan lama sekolah masih berada dibawah provinsi khususnya
Kabupaten Mahulu dengan angka harapan lama sekolah yang paling

rendah, maka diperlukan adanya langkah konkret sebagai upaya
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pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga
pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama
sekolah dapat segera diwujudkan.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang
tertinggi di Regional Kalimantan. Namun tren laju pertumbuhan komponen
ini (2018-2022) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan
Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun
cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh
Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari
Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju
pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir
lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti
pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan
yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di

Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.
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Gambar I1.36

Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022)

Pola spasial capaian Harapan Lama Sekolah kabupaten/kota tahun
2022 menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan
akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka
HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam

Pendidikan formal pada waktu tertentu.
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Gambar I1.37

Pola Spasial Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

3) Umur Harapan Hidup

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami
kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 73,96
tahun dan pada tahun 2022 menjadi 74,62 tahun. Selama periode tersebut
secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,2 persen per tahun
atau secara kumulatif terdapat peningkatan 1,34 poin. Angka ini
mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki
harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Sehingga, angka ini bisa
dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 74,75 tahun.
Dari sisi preventif Keberhasilan Pemerintah dalam menanggulangi penyakit
menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal dan penyakit-penyakit
terkait gizi. Sedangkan dari sisi kuratif tergambarkan upaya pemerintah
dan swasta di kabupaten/dalam menyediakan fasilitas pelayanan

kesehatan yang dibutuhkan.
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Gambar I1.38

Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan
memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 74,78 tahun dan
Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,71 tahun
merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota
lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten
Penajam Paser Utara pada tahun 2022 akan memiliki harapan hidup hingga

usia 71 tahun.

Tabel 11.28
Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 — 2022 (tahun)

No Kab/Kota 2018 2019 2020 2021 2022

1 Paser 72,28 72,52 72,62 72,88 72,89
2 KUBAR 72,57 72,79 72,86 73,10 73,10
3 KUKAR 71,93 72,21 72,34 72,64 72,65
4 KUTIM 72,76 73,03 73,16 73,46 73,47
5 Berau 71,68 71,94 72,06 72,32 72,32
6 PPU 71,05 71,30 71,41 71,68 71,71
7 MAHULU 71,56 71,90 72,10 72,33 72,35
8 Balikpapan 74,18 74,41 74,49 74,76 74,78
9 Samarinda 73,93 74,17 74,27 74,54 74,56
10 | Bontang 73,94 74,18 74,28 74,55 74,57

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur
Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih

berada di atas capaian nasional sebesar 71,85 tahun.
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Gambar 11.39
Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia

Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Pola spasial capaian Usia Harapan Hidup kabupaten/kota tahun
2022 menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu
populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara,
menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat didalamnya.
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Gambar 11.40

Pola Spasial Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)



-71-

4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita
Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan
paritas daya beli (purchasing power parity). Pengeluaran per Kapita
Disesuaikan selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 4,34
persen per tahun. Pada tahun 2022, Pengeluaran per Kapita disesuaikan
masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 12,64 juta per tahun, atau

naik Rp 525 ribu dibandingkan tahun 2021.
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Gambar I1.41
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018-2022 (Ribu Rp)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 merupakan
dampak dari adanya pemulihan pandemi COVID-19 yang menyebar di
seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan
daya beli masyarakat meningkat karena pulihnya aktivitas perekonomian
masyarakat.

Sedangkan jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bontang
memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara
kabupaten/kota lainnya mencapai 17.327 ribu rupiah dan Kabupaten
Mahakam Ulu sebesar 8.215 ribu rupiah merupakan pengeluaran per
kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum,
peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan peningkatan taraf
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan
pemulihan pandemi COVID-19 dengan banyaknya masyarakat yang telah
vaksin di tahun 2022.
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Tabel 11.29
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 — 2022 (Ribu Rupiah)

2019 2020

1 Paser 10.605 10.767 10.344 10.673 11.181
2 KUBAR 9.849 10.338 9.712 10.062 10.740
3 | KUKAR 10.959 11.152 10.720 11.048 11.677
4 | KUTIM 10.614 11.196 10.485 10.868 11.322
S | Berau 12.207 12.726 12.018 12.435 13.095
6 | PPU 11.492 11.750 11.231 11.651 11.890
7 | MAHULU 7.653 8.008 7.524 7.802 8.215
8 | Balikpapan 14.557 14.791 14.549 14.862 15.455
9 Samarinda 14.466 14.613 14.135 14.582 15.162
10 | Bontang 16.698 16.843 16.278 16.765 17.327

Kalimantan Timur 11.917 12.359 11.728 12.116 12.641

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun
2022, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi kedua setelah Kalimantan
Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan
Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar
kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi

pendapatan rumah tangga.
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Gambar I1.42
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribu Rupiah)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

G. Indeks Pembangunan Gender

Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut
gender, United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan
sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan

penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010. Saat ini,



-73-

IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki.
Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan

pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

1,27 1,63
85,61(390’99 85,92?1’07 85,781’06 85,9? ’ 86,6?
2018 2019 2020 2021 2022
m Kaltim Indonesia

Gambar I1.43
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018-2022 (tahun)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama
kurun waktu lima tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami
peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 86,61. Dalam
rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang
dipisahkan sesuai jenis kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak
COVID-19 akan berpengaruh pada penurunan IPG. Seiring dengan
pemulihan ekonomi dan mulai berkurangnya COVID-19 tahun 2021 Indeks
Pembangunan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi
86,61. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya
kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita
Perempuan dibanding dengan laki-laki yaitu untuk Rata-Rata Lama
Sekolah laki-laki tahun 2022 sebesar 10,24 tahun sedangkan perempuan
9,71 tahun, Adapun dari sisi pengeluaran per kapita untuk Laki-laki
sebesar 19,22 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,46 juta rupiah.
Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus
keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi

program dan lintas sektor.
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Tabel I1.30
Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender
No Komponen Laki-Laki Perempuan
1 Umur Harapan Hidup (Tahun) 72,80 76,52
2 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,81 13,92
3 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 10,24 9,71
4 Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp) 19,22 7,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi
dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan
capaian 89,76 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender
terendah yaitu 70,64 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan

pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

Tabel 11.31
Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 — 2022 (tahun)

\[o} Kab/Kota 2018 ‘ 2019 2020 2021 2022
1 Paser 70,64 71,41 71,15 71,19 71,98
2 KUBAR 83,52 83,84 83,87 84,28 84,62
3 KUKAR 78,83 79,14 78,90 79,12 79,80
4 KUTIM 76,03 76,51 76,26 76,40 77,11
5 Berau 87,92 87,93 87,61 87,76 87,76
6 PPU 86,34 86,22 86,39 86,57 86,83
7 MAHULU 80,18 80,89 80,98 81,65 82,32
8 Balikpapan 89,76 89,71 89,65 89,83 89,96
9 Samarinda 89,42 89,41 89,27 89,27 89,75
10 Bontang 86,61 86,72 86,87 87,12 87,52
Kalimantan Timur 85,63 85,98 85,70 85,95 86,61

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

H. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang
menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam
kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan
laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.
Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang
kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai
program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam
menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan

kesetaraan dan keadilan gender.
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Tabel 11.32
Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018 — 2022 (tahun)

No KAB/KOTA 2018 \ 2019 2020 2021 2022
1 Paser 62,76 66,20 65,66 65,67 64,94
2 KUBAR 63,68 61,14 60,60 65,34 66,01
3 KUKAR 56,44 63,74 61,43 62,76 63,40
4 KUTIM 55,72 56,35 53,77 53,78 51,55
5 Berau 50,55 57,66 57,91 56,48 58,17
6 PPU 50,02 50,36 49,75 49,85 50,58
7 MAHULU 76,04 80,61 80,41 80,43 81,11
8 Balikpapan 66,33 69,11 68,97 68,62 69,27
9 Samarinda 69,61 66,29 70,65 67,54 68,63
10 | Bontang 46,36 51,99 51,97 45,67 46,12
Kalimantan Timur 57,53 65,65 65,54 66,64 66,89

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun
2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dengan capaian 57,53
menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun
2020 menjadi 65,54. Tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan
Timur mengalami peningkatan menjadi 66,89. Masih rendahnya indeks
pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan
perempuan di parlemen hanya 20,00 persen dan Persentase Sumbangan
Pendapatan Perempuan sebesar 24,02 persen. Adapun persentase perempuan
sebagai tenaga kerja profesional 49,78 persen.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki
Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di
Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 81,11 sedangkan Bontang
memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 46,12 yang artinya
bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara

perempuan dan laki-laki masih tinggi.

I. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan
kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang
terdapat di desa. Paradigma pembangunan desa didasarkan pada ruang
dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Capaian Indeks Desa Membangun merupakan cerminan status
kemajuan dan kemandirian Desa, yang terbagi dalam Klasifikasi Status
Desa yaitu Desa Mandiri (IDM > 0.8155), Desa Maju (0.7072 < IDM <
0.8155), Desa Berkembang (0.5989 < IDM =< 0.7072), Desa Tertinggal
(0.4907 < IDM < 0.5989) dan Desa Sangat Tertinggal (IDM < 0.4907).
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Pada kurun waktu 5 tahun terakhir IDM Provinsi Kalimantan Timur
terus mengalami peningkatan dengan capaian terakhir pada tahun telah
mencapai 0,7320. Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur pada
peringkat ke 8 diantara seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan ini tentu
saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan

pembangunan hingga level administrasi terkecil di Kalimantan Timur.
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Gambar I1.44
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2016 - 2022
(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023)

Capaian IDM pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terus
mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir seiring berhasilnya
pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan sumber dana yang
berasal dari pemerintah pusat melalui dana desa dan bantuan keuangan
spesifik ke seluruh desa. Capaian IDM terendah pada tahun 2022 terdapat
pada Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 0,6646 dengan status
Berkembang, dan capaian tertinggi pada Kabupaten Penajam Paser Utara

dengan nilai capaian sebesar 0,7769.

Tabel 11.33
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017 - 2022

No Kab/Kota 2017 2019 2020 2021 2022
1 | Paser 0,5856 0,6092 0,6664 0,7240 0,7500
2 | KUBAR 0,5233 0,5900 0,6660 0,6953 0,7298
3 | KUKAR 0,5815 0,6415 0,6846 0,7128 0,7465
4 | KUTIM 0,6037 0,6378 0,6782 0,7119 0,7305
5 | Berau 0,6097 0,6539 0,6999 0,7177 0,7261
6 | PPU 0,6505 0,6905 0,7085 0,7340 0,7769
7 | MAHULU 0,5352 0,5862 0,6181 0,6318 0,6646

Kalimantan Timur 0,5757 0,6238 0,6752 0,7071 0,7320

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023
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Pada tahun 2022, dari 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur yang
tersebar di tujuh kabupaten tidak ada lagi desa dengan status sangat
tertinggal dan hanya tersisa 17 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten
Mahakam Ulu sebanyak 8 desa, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 6 desa,
Kabupaten Kutai Timur sebanyak 2 desa dan Kabupaten Berau sebanyak 1
desa. Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Kalimantan Timur, perlu
upaya pemerintah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

dalam pembangunan desa terutama dalam meningkatkan pencapaian

indeks ketahanan ekonomi yang masih rendah daripada 2 komponen

lainnya.
Tabel 11.34
Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
Desa
Desa Desa Desa Desa
No Kab/Kota .. . ) Sangat

Mandiri Maju Berkembang  Tertinggal Tertinpeal

1 Paser 17 76 46 0 0

2 KUBAR 32 75 77 6 0

3 KUKAR 46 73 74 0 0

4 KUTIM 18 61 58 2 0

5 Berau 11 41 47 1 0

6 PPU 12 15 3 0 0

7 MAHULU 0 8 34 8 0
Kalimantan Timur 136 349 339 17 0

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023

J. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan
dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai IPK Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2021 mencapai 52,49. Capaian IPK Kalimantan
Timur berada diatas capaian IPK Nasional yaitu sebesar 51,90. Dari dimensi
penilaian yang tercakup dalam IPK, Kalimantan Timur mendapatkan nilai di
atas angka nasional, yaitu pada dimensi Ekonomi Budaya 29,65, Dimensi
Pendidikan dengan nilai 72,20, dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan

nilai 72,46 dan dimensi budaya literasi dengan nilai 60,09.

Tabel 11.35
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Dimensi IPK Provinsi Nasional
Ekonomi Budaya 29,65 20,69
Pendidikan 72,20 68,71
Ketahanan Sosial Budaya 72,46 66,83
Warisan Budaya 37,44 46,63
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Dimensi IPK Provinsi Nasional
Ekspresi Budaya 24,33 27,13
Budaya Literasi 60,09 54,29
Gender 55,88 58,55
IPK 52,49 51,90

Sumber: KEMENDIKBUD, 2022

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut,
peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif dikarenakan capaian
berada diatas capaian IPK nasional. Capaian ini patut diapresiasi dalam
pengembangan budaya dan seni serta pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah. Meskipun beberapa dimensi IPK terus mengalami peningkatan,
namun masih diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun
kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat

sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

K. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menggambarkan kapasitas
pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan,
lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta
gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2017 IPP Provinsi Kalimantan Timur
mengalami peningkatan dari 53,50 pada tahun 2017 menjadi 54,83 pada
tahun 2020. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki
Peringkat 7 secara nasional meningkat dari tahun 2017. Semua capaian
domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan
kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan

kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja.

Tabel 11.36
Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Domain: Pendidikan 73,33 73,33 73,33 73,33 76,67
1. Rata-Rata Lama Sekolah 10,92 10,72 11,24 11,28 11,44
2. APK Sekolah Menengah 95,52 94,35 93,00 93,96 93,85
3. APK Perguruan Tinggi 35,58 35,64 37,78 39,16 40,21
Domain: Kesehatan dan Kesejahteraan 67,50 72,50 70,00 57,50 67,50
1. Angka Kesakitan Pemuda 6,15 5,37 6,52 4,07 6,31
2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan 1,37 0,93 1,37 1,67 0,23
3. Pemuda Merokok 20,80 20,80 20,82 20,39 19,14
4. Remaja Perempuan Sedang Hamil 7,99 7,99 2,52 25,55 26,88
Domain: Lapangan dan Kesempatan Kerja 40,00 35,00 45,00 50,00 35,00
1. Pemuda Berwirausaha Kerah Putih 0,40 0,24 0,48 0,70 0,38
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda 15,78 15,21 12,80 13,94 16,01
Domain: Partisipasi dan Kepemimpinan 40,00 43,33 43,33 43,33 30,00
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Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial 77,25 70,55 70,55 70,55 50,56
Kemasyarakatan
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam 3,63 4,87 4,87 4,87 4,15
organisasi
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat 6,21 5,12 5,12 5,12 2,62
Domain: Gender dan Diskriminasi 46,67 50,00 50,00 50,00 53,33
1. Angka Perkawinan Usia Anak 13,90 11,54 12,36 11,79 8,64
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah 44,83 44 .39 46,10 45,88 46,76
Menengah dan Perguruan Tinggi
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal 24,21 25,29 27,96 24,48 25,17
Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim 53,50 54,83 56,33 54,83 52,50
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 49,33 51,50 52,67 51,00 53,33

Sumber: BAPPENAS, 2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.1. Urusan Wajib
A. Pendidikan

Angka partisipasi sekolah (APS) di beberapa Kabupaten/Kota di
Kalimantan Timur ternyata belum capai 100 persen, terbukti pada jenjang
usia 16-18 tahun mengalami penurunan (81,43) tahun 2022, artinya Masih
ada anak belum sepenuhnya mengenyam pendidikan formal bahkan pada
tahun 2020 akibat pandemi Corona angkanya mengalami penurunan
(81,88). Penyebab tersebut mungkin dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan
orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran
untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4)
faktor jumlah sekolah (rasio mu